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PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad
yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah
penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta
perangkatnya.
A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan
tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya

dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba B Be
o) Ta T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di
bawah)
d Kha Kh ka dan ha
3 Dal d De
A Zal z Zet (dengan titik di atas)
D) Ra r er
) Zai z zet
55 Sin S es
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Bx Syin sy es dan ye
U Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad d de (dengan titik di
bawah)
L Ta t te (dengan titik di
bawah)
L Za 7 zet (dengan titik di
bawah)
¢ “ain ) koma terbalik (di atas)
¢ Gain g ge
- Fa f ef
3 Qaf q ki
& Kaf k ka
J Lam 1 el
a Mim m em
o Nun n en
3 Wau w we
A Ha h ha
3 Hamzah ‘ apostrof
¢ Ya y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difiong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

O Fathah a a

O Kasrah 1 1

O Dammah u u




2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa
gabungan huruf sebagai berikut:
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
s Fathah dan ya ai adanu
) Fathah dan au adanu
wau
Contoh:
- S Kataba
- & faala
- & suila
- &S kaifa
- J5 haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
i) Fathah dan alif a a dan garis di atas
atau ya
S Kasrah dan ya 1 1 dan garis di atas
s Dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:
- J&  qala
- e rama
- d8 qila
- U5 yaqulu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah,
kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
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2. Ta’ marbutah mati yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.\;

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata
itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan

“h”.

Contoh:

- JikYIis%)  raudah al-atfaliraudahtul atfal

S YA al-madinah al-munawwarah/al-madinatul
munawwarah

- Al talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,
ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :
- J% nazzala
- 53 al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, yaitu J!, namun dalam transliterasi ini kata sandang
itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan

661”

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu;

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan
sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- 333 arrajulu
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- A al-qalamu

- L) asy-syamsu

- 36D aljalalu

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
- AU ta’khuzu
- {23 syai’un

- ¢35 an-nau’u
- &) inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada
huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

- GO0 DA sl & g Wa innallaha lahuwa khair ar-
raziqin/
Wa innallaha lahuwa
khairurrazigin
- LA 5B Dae Al ale Bismillahi majreha wa mursaha
I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak
dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di
antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
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- Gallal &) 2 Alhamdu lillahi rabbi al-'lamn/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

- el gl Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-

rahTm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau
penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

SR Allaahu gafiirun rahim
SERHIERAID Lillahi al-amru jamT an/Lillahil-amru
jamT an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini
perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan dalam pelaksanaan
Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Pekalongan periode
2019-2024, terutama terkait keterlambatan PAW akibat lambannya
pembuatan akta kematian oleh keluarga anggota DPRD yang meninggal.
Kondisi ini menimbulkan kekosongan jabatan yang berdampak pada
fungsi legislatif. Rumusan masalah mencakup bagaimana rekonstruksi
hukum PAW dan akibat hukumnya terhadap tata kelola kelembagaan.
Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi persoalan hukum dalam
mekanisme PAW dan menawarkan solusi rekonstruktif. Penelitian ini
diharapkan memberi kontribusi teoretis dalam hukum tata negara dan
manfaat praktis bagi DPRD serta partai politik.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris
dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Data primer diperoleh dari wawancara dengan Sekretariat DPRD Kota
Pekalongan, sementara data sekunder berasal dari peraturan dan literatur
hukum. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan studi
dokumen, dianalisis secara kualitatif untuk memahami praktik PAW di
lapangan dan kecocokannya dengan norma hukum seperti UU No. 17
Tahun 2014 dan PKPU No. 6 Tahun 2017 dan PP No 12 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara
norma hukum dan implementasi PAW di DPRD Kota Pekalongan,
khususnya soal ketentuan waktu dan prosedur administratif. Salah satu
temuan utama adalah lambatnya pembuatan akta kematian yang
menghambat PAW, sementara regulasi belum secara sistemik
mengantisipasi masalah ini. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi
hukum PAW melalui pembaruan norma, penyesuaian kewenangan antar
lembaga, dan penguatan koordinasi antara partai politik, DPRD, dan
KPU. Strategi ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan
substantif, dan kelangsungan fungsi representasi rakyat.

Kata kunci: Rekonstruksi Hukum, Pergantian Antar Waktu, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
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ABSTRACT

This research is motivated by the problems in the implementation
of the Inter-Time Replacement (PAW) of members of the Pekalongan City
DPRD for the 2019-2024 period, especially related to the delay in PAW
due to the slowness of making death certificates by the families of
deceased DPRD members. This condition creates a vacancy in office
which has an impact on the legislative function. The formulation of the
problem includes how to reconstruct the PAW law and its legal
consequences for institutional governance. The purpose of the research
is to explore legal issues in the PAW mechanism and offer reconstructive
solutions. This research is expected to provide theoretical contributions
to constitutional law and practical benefits for the DPRD and political
parties.

The method used is an empirical legal approach with a
combination of statutory and conceptual approaches. Primary data were
obtained from interviews with the Pekalongan City DPRD Secretariat,
while secondary data came from legal regulations and literature. Data
collection techniques include interviews and document studies, analyzed
qualitatively to understand PAW practices in the field and their
suitability to legal norms such as Law No. 17 of 2014 and PKPU No. 6
of 2017 and PP No. 12 of 2018.

The results of the study indicate a discrepancy between legal
norms and the implementation of PAW in the Pekalongan City DPRD,
especially regarding the provisions of time and administrative
procedures. One of the main findings is the slowness of the preparation
of death certificates that hinder PAW, while regulations have not
systematically anticipated this problem. The study recommends the
reconstruction of PAW law through norm remnewal, adjustment of
authority between institutions, and strengthening coordination between
political parties, the DPRD, and the KPU. This strategy is intended to
ensure legal certainty, substantive justice, and the continuity of the
function of people's representation.

Keywords: Legal Reconstruction, Inter-Time Replacement, Regional

People's Representative Council.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Membicarakan masalah hukum maka secara jelas
ataupun samar-samar, kita akan menukik sampai kepada masalah
keadilan. Itu berarti, hukum tidak cukup dibicarakan dalam
konteksnya sebagai suatu bangunan yang formal belaka, melainkan
sebagai bagian dari ekspresi cita-cita masyarakat. Tujuan hukum
bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin
keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan
hukum, melainkan secara substantif yang melandasi pengenalan
supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi
yang menyediakan bingkai kerja untuk mengekspresikan keadilan
secara utuh. Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen
yang saling bertaut yang merupakan “conditio sine qua non” bagi
yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikan dengan
kepastian hukum sehingga mengkulturkan Undang-Undang,
menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran
ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar
adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai
sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi
konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak
lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh
menutup mata dan telinga bahwa konsesus tersebut adalahsebuah
momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan
yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut



sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan
akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Undang-Undang Partai Politik) menjelaskan bahwa partai
politik merupakan organisasi yang memiliki sifat nasional serta
dibentuk oleh warga negara Indonesia dengan sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan juga cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan poltiik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
dasar Pancasila dan juga Undang-Undang Negara Republik
Indonesia 1945. Partai Politik memiliki peran yang sangat penting
terhadap terlaksananya pemilihan umum termasuk juga pemilihan
anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)
Kabupaten/Kota, perkembangan partai politik dari masa ke masa
menjadikan partai politik sebagai pilar dari demokrasi yang harus
ada dalam suatu negara hukum modern. Partai Politik ini secara
ideal difungsikan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat,
serta menjadikan sarana suksesnya kepemimpinan politik dalam
negara secara damai.?

Sumber hukum vyang dijadikan pedoman DPRD Kota
Pekalongan dalam pelaksanaan PAW yaitu; Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan DPRD Kota
Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota
Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD
Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atar

! Fajar Seto Nugroho, “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative
Justice,” Disertasi 4, No. 1 (2023): 88-100.

2 Luis Felipe Viera Valencia And Dubian Garcia Giraldo, “Kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Penggantian Antarwaktu
Anggota Dprd Kabupaten Pesisir Barat,” Angewandte Chemie International Edition,
6(11), 951-952. 2 (2019).
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Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.®

DPRD Kota Pekalongan dalam periode tahun 2019-2024 telah
melaksanakan sebanyak tujuh (7) Pergantian Antar Waktu (PAW),
diantaranya yang pertama, adalah Hj. Balgis Diab, SE,MM (Partai
Golkar) Ketua DPRD Kota Pekalongan digantikan oleh Mohammad
Azmi Basyir, ST, M.Sc pada tanggal 19 Februari 2021. Kedua,
Abdul Rozak, S.IP (Partai PPP) anggota DPRD Kota Pekalongan
dan digantikan oleh Fuhuludin pada Oktober 2021. Ketiga, Hj.
Balgis Diab, SE,MM (Partai Golkar) dalam kapasitasnya sebagai
anggota DPRD Kota Pekalongan digantikan oleh Musaat. Keempat,
Dr. H. Dwi Heri Wibawa, M.Kes (Partai Golkar) anggota DPRD
Kota Pekalongan digantikan oleh Zubaidah. Kelima, Jecky Zam
Zami (Partai PKB) digantikan oleh Tan Zaki Maulida. Keenam, Edy
Supriyatno (Partai PDIP) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota
Pekalongan digantikan oleh Gumelar. Ketujuh, Gumelar dalam
kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan digantikan
oleh Karibkin Syarif.*

Uraian diatas merupakan hasil dari wawancara dengan Bapak
Mansyur, S.H.,M.H selaku anggota Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan, namun dalam yang sebenarnya
terjadi dalam pelaksanaan pergantian antar waktu yang keenam itu
adalah Pergantian Anta Waktu (PAW) Karibkin Syarif yang
menggantikan Edy Supriyatno dalam kapasitasnya sebagai Anggota
DPRD Kota Pekalongan yang pada awalnya Karibkin Syarif
merupakan hasil rekomendasi dari Partai Politik daripada Edy
Supriyatno yaitu PDIP namun dalam kapasitasnya Karibkin Syarif
belum mampu menggantikan sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota
Pekalongan. Lalu anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
mengajukan nama Gumelar untuk menggantikan Edy Supriyatno
dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Il DPRD Kota Pekalongan.
Penulis mengetahui hal tersebut sebab penulis pada saat pelaksanaan

3 Mansyur, “Hasil Wawancara Anggota Sekretariat Dprd Kota Pekalongan.Pdf,”
2024.
4 Mansyur.



Pergantian Antar Waktu tersebut sedang melaksanakan Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) di DPRD Kota Pekalongan.

Selanjutnya pada pelaksanaan Pergantian Antar Waktu yang
ketujuh atau PAW daripada Gumelar yang menggantikan Edy
Supriyatno dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Il DPRD Kota
Pekalongan dilaksanakan kurang dari 6 bulan berakhirnya masa
jabatan anggota yang akan digantikan yaitu Edy Supriyatno. Alasan
pelaksanaan PAW Edy Supriyatno yang berlangsung cukup lama
daripada yang seharusnya dilaksanakan dan juga terjadinya
kekosongan jabatan yang cukup lama karena pihak keluarga Edy
Supriyatno yang mengulur waktu dalam pembuatan Akta Kematian
yang sebagaimana Akta Kematiana tersebut dibutuhkan dalam
syarat pelaksanaan PAW. Sedangkan menurut pasal 4 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, menjelaskan
bahwa Pergantian Antar Waku (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan apabila masa
jabatan anggota yang akan digantikan kurang dari enam (6) bulan
terhitung sejak surat permintaan PAW diterima oleh KPU,
keanggotaan tersebut kosong sampai berakhirnya masa jabatan
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam
pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 menyebutkan bahwa
Pergantian Antar Waktu sebelum berakhirnya masa jabatan anggota
disebabkan karena : meninggal dunia, mengundurkan diri,
diberhentikan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis
penelitian ini dengan judul “Rekonstruksi Hukum Pergantian
Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2019-2024”.

B. Rumusan Masalah

Penulis akan menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan?
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2. Bagaimana Akibat Hukum Rekonstruksi Hukum Pergantian
Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengeksplore rekonstruksi hukum tentang
pergantian antar waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekalongan.

b. Untuk mengeksplore akibat hukum dari rekonstruksi
hukum pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2024.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat
memberikan wawasan pembaca mengenai Partai Politik
yang berperan dalam pergantian antar waktu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga

wawasan terkait dengan batasan waktu yang boleh

dilaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD.
b. Manfaat Praktis

1) Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini
dapat memberikan sumbangan teoritis serta rujukan
bagi DPRD Kota Pekalongan serta Partai Politik
terkait, serta dapat menjadi tambahan kepustakaan
bagi praktisi maupun akademisi.

2) Secara praktis, diharapkan juga dari hasil penelitian
dapat dijadikan referensi bagi pembaca dalam
pemahaman tentang rekonstruksi hukum pergantian
antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

D. Tinjauan Pustaka
1. Penelitian Relevan
Penelitian ini, penulis menggunakan Rekonstruksi Hukum
dalam Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta akibat hukum dari Pergantian Antar



Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun
penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang penulis
angkat adalah :



Tabel 1.1

Penelitian Relevan

Metode &

f Naml?l/Jud Pendekat Teori/Konsep Kesimpulan
an
1 | Agung Metode Teori yang di | Penggantian
Trijaya Pendekata | gunakan: Antar ~ Waktu
(2013), n Yuridis | Teori Demokrasi | yang dilakukan
Dengan Sosiologis | oleh Imam | oleh DPC PDI
judul Hidayat  (2009), | Perjuangan
penelitian Miriam Budiarjo | Kabupaten
Tinjauan (2008), Carl J | Magelang
Yuridis Friedrich (1967), | terhadap Ketua
Terhadap Oemar Seno Adji | DPRD
Pergantian (1966), E.C.S. | Kabupaten
Antar Wade and G. | Magelang
Waktu Godfrey  Philips | dilakukan
Ketua (1965). melalui
DPRD Di Teori Kewenangan | pemberhentian
Kabupaten oleh Miriam | antar waktu
Magelang.® Budiarjo (2008), | anggota DPRD,
A. Gunawan | namun
Setiardja(2003), demikian
Philipus M. | pelaksanaan
Hadjon dalam | penggantian
Malik(2007). antar waktu
Teori Partai Politik | tersebut  tidak
oleh Joseph | dapat terlaksana
Lapalomba  dan | dengan baik
Myron karena adanya
Weiner(1996), campur tangan
Maurice kepentingan-
Duverger(1967). kepentingan
Teori Penegakan | politik dari
Hukum oleh | beberapa partai
Sudikno politik yang

% A Trijaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Antar Waktu Ketua Dprd
Di Kabupaten Magelang,” 2013.




Mertokusumo(199
1), Soerjono
Soekanto(2002),
Ridwan

HR(2002).

lebih cenderung
mendukung
Ketua  DPRD
untuk tetap
menjabat
sebagai anggota
DPRD dan
sekaligus
sebagai
DPRD
Kabupaten
Magelang.
Hambatan
dalam  proses
pergantian antar
waktu tersebut
disebabkan
karena adanya
ketidakjelasan
kata-kata yang
dipergunakan
dalam
perumusan
pasal 36 ayat (2)
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor 16
Tahun 2010
tentang
Pedoman
penyusunan
Peraturan
DPRD Tentang
tata tertib
DPRD yang
menyatakan
bahwa
kepemimpinan

Ketua




alat
kelengkapan
DPRD bersifat
kolektif dan
kolegial.
Penggunaan
kata-kata yang
multi tafsir
tersebut  itulah
yang
memberikan
ruang
terjadinya
intervensi/ lobi-
lobi politik
diantara pihak-
pihak yang
berkepentingan
sehingga
mengakibatkan
tidak
terselesaikanny
a proses
Penggantian
Antar ~ Waktu
Ketua  DPRD
Kabupaten
Magelang.

Rudianto
dan
Purwanto
(2020),
Dengan
judul
penelitian
Kajian
Hukum
Terhadap
Pergantian
Antar

Metode
yang
digunakan:
Yuridis
Normatif

Teori yang
digunakan yaitu :
Teori oleh
Asshiddiqie, Jimly
(2008), MD,
Mahfud(2009),
Noruzzaman, M.
1zzi1(2018),

tafsiran Undang-
Undang dan PKPU
20/2018, PKPU
6/2017, Putusan

Mekanisme
Penggantian
Antarwaktu
(PAW) Anggota
DPRD
Kabupaten
Probolinggo
non-aktif dari
fraksi gerindra
saudara abdul
kadir diajakun
oleh mahkamah
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Waktu PN Kraksaan No. | kehormatan
Anggota 413/Pid.B/2019/P | dewan kepada
DPRD N Kis. pimpinan
Yang DPRD
Sudah Kabupaten
Dilantik Probolinggo,
(Studi kemudian
Kasus pimpinan
ljazah DPRD
Palsu Di Kabupaten
PN Probolinggo
Kraksaan) ° akan
menyerahkan

nama anggota
DPRD
Kabupaten
Probolinggo
yang  diganti
antarwaktu
kepada  KPU
untuk meminta
nama calon
pengganti
antarwaktu
yang telah
diverifikasi
oleh KPU
berdasarkan
suara terbanyak
berikutnya pada
dapil yang
sama, selanjut
nya KPU akan
menyerahkan
kembali kepada
pimpinan

® Rudianto, “Kajian Hukum Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota Dprd
Yang Sudah Dilantik (Studi Kasus Ijazah Palsu Di Pn Kraksaan),” No. 02 (2014): 71—
83.



11

DPRD
Kabupaten
Probolinggo
nama calon
pengganti
antarwaktu
anggota DPRD
Kabupaten
Probolinggo,
selanjut nya
pimpinan
DPRD
melanjutkan
nama anggota
DPRD yang
diganti
antarwaktu dan
nama calon
pengganti
antarwaktu
hasil dari
verifikasi KPU
kabupaten
Probolinggo
kepada Bupati
Kabupaten
Probolinggo,
kemudian
Bupati
Probolinggo
akan
meneruskan
kepada
Gubernur Jawa
Timur  untuk
disahkan.

Muhamma
d Irfan
Himly,

Metode

yang
digunakan

Teori yang
digunakan peneliti
yaitu:

Model recall di
Indonesia atau
disebut
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Trian yaitu Teori Partai Politik | Penggantian
Marfiansya | metode oleh Al, | Antarwaktu
h (2021), Yuridis Muttaqien(2020), | (PAW) yang
Dengan Normatif. | Sulastri, Dewi, dan | diserahkan
judul Neni Nuraeni | sepenuhnya
penelitian (2019). kepada  partai
Recall Teori Referendum | politik telah
Referendu oleh Welp, Yanina | mengurangi
m Sebagai (2018),  Abbott, | partisipasi
Alternatif Frank Frost(1915). | rakyat  dalam
Proses sistem
Penggantia demokrasi yang
n berdasar
Antarwakt kedaulatan
u Lembaga rakyat. Dalam
Legislatif lintasan sejarah
di pun metode
Indonesia. recall yang
diberikan
sepenuhnya
kepada  partai
politik  hanya
menjadi  alat
untuk menakuti
anggota
legislatif —agar
tidak kritis
berlebihan pada
pemerintahan
sebagaimana
yang
ditunjukkan
pada rezim
Orde Baru.
Pada masa
reformasi  pun

7 Josua Navirio Pardede And Piere Hugo Poluakan, “Recall Referendum Sebagai
Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Di Indonesia,”
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, No. 1 (2021): 1-9.
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terjadi beberapa
praktik  Untuk
menyeimbangk
an dan
mengoptimalka
n partisipasi
rakyat  dalam
proses
demokrasi
maka perlu
digagas recall
referendum
yang
melibatkan
rakyat  secara
langsung.
Sehingga rakyat
memiliki  hak
tidak hanya
untuk memilih,
melainkan hak
untuk mencabut
pilihannya.
Proses  recall
referendum
dilakukan
sepenuhnya
atas kehendak
rakyat dan
melalui
penentuan yang
dilakukan oleh
rakyat pula
dengan menarik
anggota
legislatifnya.
Dengan begitu
maka  rakyat
akan
memegang
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kendali
langsung  atas
proses  recall
sebagaimana
rakyat memilih
wakilnya dalam
pemilihan
4. | Yulianus Metode Teori yang | Calon
Payzon penelitian | digunakan peneliti | Pengganti Antar
Aituru, Yuli | yang adalah : Waktu anggota
Rahman, digunakan | Teori Politik | DPR yang
Najmuddin | adalah Hukum oleh | mengajukan
Gani penelitian | Alfian(1987), upaya banding
(2022), hukum Cheppy, H. | hasil  putusan
Dengan yuridis (1986).(1986). pengadilan
judul normatif | Teori PAW oleh | negeri ke
penelitian | atau Huda, Mahkamah
Politik penelitian | N.M.(2019). Agung, KPU
Hukum hukum Teori Partai Politik | harus
Pengaturan | doctrinal | oleh Pamungkas, | menunggu hasil
Pergantian S. (2011), Guritno, | putusan
Antar T. (2021). Mahkamah
Waktu Agung. Dalam
Terhadap putusan
Anggota Mahkamah
Yang Agung
Dituduhka menjelaskan
n bahwa
Melanggar pentingnya
Aturan untuk tetap
Partai.® memperhitungk
an  perolehan
suara calon
anggota
legislatif yang
telah meninggal

8 Yulianus Payzon Aituru, Yuli Rahman, And Najamuddin Gani, “Politik Hukum
Pengaturan Pergantian Antar Waktu Terhadap Anggota Yang Dituduhkan Melanggar
Aturan Partai,” Journal Of Law Review 1, No. 2 (2022): 13248,
Https://Doi.Org/10.55098/Jolr.V1i2.46.



15

dunia ini,
khususnya
terhadap calon
anggota
legislatif
incumbent
dilandasi
pemikiran
bahwa yang
bersangkutan
tentu telah
memberikan
kontribusi
terhadap
konstituen dan
telah memiliki
program-
program yang
dijalankan bagi
konstituen  di
daerah
pemilihannya.
Sebagaimana
diatur ~ dalam
PKPU bahwa
terhadap calon
anggota
legislative yang
meninggal,
maka wajib
diumumkan
kepada
masyarakat,
khusunya
pemilih. Ketika
calon anggota
legislatif yang
meninggal dan
diumumkan
tersebut masih
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memperoleh
suara
terbanyak,
maka ada
kehendak dari
rakyat agar
program-
program yang
telah dijalankan
bisa dilakukan
atau dilanjutkan
dari
kesinambungan
Oleh karena
itu,  terhadap
calon anggota
legislatif yang
meninggal
dunia khusunya
anggota
legislatif
incumbent,
maka perolehan
suaranya tetap
harus
diperhitungan
dan tidak
dialihkan
kepada  suara
partai  politik.
Setelah
diperhitungkan,
partai politiklah
yang
berwenang
menentukan
arah dari
perolehan suara
tersebut.
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Kerangka Teori
a. Rekonsturksi Hukum

Keadilan secara substantif harus mengacu pada takaran
kesamaan dan kebebasan. Pertama, adalah prinsip kebebasan
terbesar yang setara (principle of greatest equal liberty). Melalui
prinsip ini tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh
sistem yang tersusun dari kebe- basan-kebebasan dan yang cocok
dengan kebebasan-kebebasan tersebut. Kedua, persamaan yang
adil atas kesempatan (the principle of fair equality of
opportunity). Inti the principle of fair equality of opportunity
menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang
untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.
Untuk tercip- tanya kesamaan, maka dibutuhkan the difference
principle, yakni bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus
diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka
yang paling kurang beruntung. Keadilan prosedural Rawls terdiri
dari tiga macam. Di samping perfect procedural justice, juga
dikenal dua jenis yang lain yakni: imperfect procedural justice
dan pure procedural justice. Perfect procedural justice menunjuk
pada ketersediaan prosedur yang sebelumnya telah dirancang
dengan baik, namun hasil akhir bisa saja berbeda dari rancangan
semula. Adapun pure procedural justice berangkat dari tidak
adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur, dan
yang dibutuhkan adalah proses perumusan konsep keadilan yang
benar dan adil untukmenjamin hasil akhir yang benar dan adil
pula. Dalam perspektif hukum nasional, hukum dan keadilan
tidak akan lepas dari akar budaya Indonesia. Suatu bangsa yang
secara ideologis berdasarkan pada filsafat pan- casila. Sudjito
menegaskan bahwa suatu hukum nasional akan memihak
keadilan bilamana didukung oleh hukum holistic yang mengacu
pada Pancasila. °

9 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, 2016.
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b. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang menjalani
ideologi tertentu dibentuk dengan tujuan tertentu, memiliki arti
lain yaitu suatu perkumpulan orang-orang yang seasas, sehaluan,
setujuan di bidang politik. Menurut definisi umum, partai politik
berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi
politik tertentu. Partai politik berkembang bersamaan dengan
berkembangnya proses pemilihan, partai-partai tersebut hadir
sebagai komite pemilihan yang mendapatkan dukungan bagi
seorang kandidat dari warga negara dan pengumpulan dana yang
dibutuhkan untuk kampanye pemilihan.’® Fungsi utama partai
politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaanguna
melahirkan program-program berdasarkan ideologi tertentu.
Fungsi partai politik sebagai aagen sosialisasi politik, rekrutmen
politik, pengelola konflik, dan sebagai partisipasi politik.'!
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik menjelaskan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai
sarana Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat negara
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya,
seluruh partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan
Pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan meteri
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik.*?

Tujuan Partai Politik sebagai organisasi politik yang
dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia
secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat,
bangsa, negara melalui pemilihan umum,sudah tentu mempunyai
tujuan. Partai politik menggalang dukungan warga negara yang

10'S Hendrawati, “Analisis Fungsi Pemilu Dan Tujuan Partai Politik Dalam

Hukum Tata Negara,” Jurnal Res Justitia: Jurnal llmu Hukum 4 (2024): 140-47.

11 Setiyo Rahayu Dan Triyanto Indah Pratiwi, “Peran Partai Politik Dalam

Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda” 8, No. 2 (2020): 130-38.

12 “Uu Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008,” Setneg Ri, No. 1 (2008): 1-31.
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mau untuk berpartisipasi dalam urusan politik. Sumber daya yang
dimiliki partai politik dikonsolidasikan untuk membangun dan
memperkokoh komitmen untuk mewujudkan cita-cita. Sebagai
suatu  organisasi  partai  politik  diharapkan mampu
mengartikulasikan ~ berbagai  kepentingan  politik  yang
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan
bernegara.'®
C. Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu dapat diartikan sebagai suatu
proses penarikan Kembali atau penggantian anggotaa DPRD oleh
induk organisasinya yaitu partai politik. Hak pergantian antar
waktu anggota DPRD merupakan hak dari partai politik
pengusungnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MD3 Pasal 239 ayat (2) huruf d yang berbunyi
“diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”, Pasal 239 ayat (2) huruf g
“Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ apabila; diberhentikan sebagai
anggota partau politik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”, Pasal 239 ayat (2) huruf h yang berbunyi
“menjadi anggota partai lain”. Apabila dilihat dari pasal tersebut
kedudukan partai politik lebih tinggi daripada kedudukan
anggota DPRD dan dapat mengontrol keanggotaan PAW maka
keanggotaan DPRD yang bersangkutan maka akan dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya. Jika tidak adanya PAW ini1
maka tidak ada mekanisme pemberhentian keanggotaan DPRD
sekalipun anggota berbuat salah.'*

E. Metode Penelitian
[lmu Hukum mempelajari terkait tujuan Hukum (makna
hukum, apa yang seharusnya), nilai-nilai keadilan, validitas aturan

13 Hendrawati, “Analisis Fungsi Pemilu Dan Tujuan Partai Politik Dalam
Hukum Tata Negara.”

14 Aa Kt Sudiana And Ni Komang Sutrisni, “Legitimasi Serta Upaya Hukuk
Anggota Dpr Yang Di Paw Oleh Pengusung Partai Politik,” Jurnal Hukum Saraswati
1 (2019): 131-50.



20

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat ini
merupakan sifat yang substansial dalam Ilmu Hukum. Penelitian
hukum untuk keperluan praktis dilakukan bagi kepentingan klien
dan sesama praktisi hukum atau lembaga hukum Penelitian untuk
kepentingan praktis dapat berupa pendapat hukum, Penelitian
hukum untuk kepentingan teoritis.’®> Menurut Soejono Soekanto
Penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses
analisis”.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris. Menurut Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto
Achmad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang
berbasis pada ilmu hukum, isu penelitian yang diajukan selalu
terkait dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan
ketika berinteraksi dalam masyarakat atau dalam instansi. Objek
kajian penelitian yuridis empiris adalah mengamati produk
perundang-undangan yang dibuat oleh anggota legislative
hubungan antara ketentuan yang dibuat dengan keberadaan
partai-partai yang dominan didalamnya.*®
Pendekatan

Penelitian ini peneliti menggunakan 2 pendekatan yaitu
Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan bahwa peneliti
menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal
melakukan analisis. Kemudian terkait dengan pendekatan
konseptual yaitu berawal dari pandangan dan doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian peneliti akan
mendapatkan ide terkait dengan konsep hukum, asas hukum yang

15 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press,
2020).
18 yulianto Achmad Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
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relevan dengan permasalahan yang dihadapi.}’ Hal ini dilakukan

oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan

titik fokus dari penelitian tentang pelaksanaan pergantian antar

waktu berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh

dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden
dan informan serta narasumber. Sumber data dalam
penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data
lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan
informan termasuk ahli sebagai narasumber.'® Informan
diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk
mendapatkan data secara kualitatif. Sumber data primer
dalam penelitian ini penulis dapat peroleh melalui data
responden dari Anggota Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan Bapak Mansyur, SHMH
dan Bapak Mikail Talathov, S.H

b. Data Sekunder

Data sekunder berisi kajian tentang keberlakuan,

pelaksanaan, dan keberhasilan peraturan atau undang-
undang di DPRD Kota Pekalongan. Bekerjannya hukum di
DPRD menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. Data
sekunder meliputi studi kepustakaan yang dimaksudkan
untuk mendapatkan teori serta konsep-konsep yang
diperlukan dalam penelitian. Dalam data sekunder ini
peneliti melakukan studi kepustakaan berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Jo. Undang-
Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun
2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

17 Mukti Fajar.
18 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum.



entang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Serta beberapa
jurnal, tesis dan sebagainnya. Peneliti memfokuskan tinjauan
penegakan hukum PAW di DPRD Kota Pekalongan dengan
peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
4. Teknik Pengunpulan Data
a. Wawancara
Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara
langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber
atau informan untuk mendapatkan informasi. Pengumpulan
data primer melalui wawancara penulis seacara langsung
dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan. Informasi yang dibutuhkan peneliti yaitu
tentang bagaimana pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kota
Pekalongan dalam tahun 2019-2024. Dalam penelitian ini
penulis melakukan wawancara terstruktur  dengan
menyiapkan beberapa pertanyaan kepada anggota sekretariat
DPRD Kota Pekalongan Bapak Mansyur, SHMH dan
Bapak Mikail Talathov, S.H.
b. Studi Dokumen
Studi Dokumen merupakan bentuk metode pengumpulan
data yang berhubungan dengan penyusunan proposal
penelitian di lokasi penelitian yaitu DPRD Kota Pekalongan
seperti daftar nama anggota DPRD Kota Pekalongan dalam
Periode 2019-2024, dan Surat Keterangan Gubernur
Pergantian Antar Waktu dalam periode 2019-2024, dan
sebagainnya.
5. Teknis Analisis Data
Penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif.
Yang mana analisis data kualitatif ini merupakan proses mencari
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dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi sebelumya.'® Peneliti menyeleksi data-
data yang sudah terkumpul untuk mempermudah dalam
mengetahui prosedur dan pelaksanaan Pergantian Antar Waktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini
peneliti menganalisis bagaimana prosedur pelaksanaan PAW
Anggota DPRD Kota Pekalongan terhadap peraturan yang ada
serta perlunya rekonstruksi hukum dalam pelaksanaan PAW
Anggota DPRD Kota Pekalongan dengan penelitian kualitatif
dan pendekatan yuridis empiris dengan bersumber data
wawancara serta studi dokumen di DPRD Kota Pekalongan.
F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab
terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini
tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah
sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,Bab ini mencakup Latar Belakang yang
menjelaskan dengan detail mengapa peneliti memilih judul ini
sebagai fokus penelitiannya. Selain itu, bab ini juga mencakup
Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian untuk
menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian sebelum dan setelah
penelitian dilakukan, serta mencakup Metode Penelitian dan
Sistematika Penelitian.

BAB II Kerangka Teori, berisi teori mengenai pelaksanaan
pergantian antar waktu. Teori partai politik sebagaimana fungsinya
sebagai agen sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengelola
konflik, dan sebagai partisipasi politik. Serta Teori Pergantian Antar
Waktu yang mana apabila tidak adanya PAW ini maka tidak ada
mekanisme pemberhentian keanggotaan DPRD sekalipun anggota
berbuat salah.

19 Aziz Abdul, “Teknik Analisis Data Analisis Data,” Teknik Analisis Data
Analisis Data, 2020, 1-15.
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BAB III Pemaparan hasil penelitian, Bab ini membahas
mengenai hasil dari wawancara dan obeservasi terkait rekonstruksi
hukum pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat
Kota Pekalongan tahun 2019-2024.

BAB 1V Analisis hasil penelitian, Bab ini membahas
mengenai hasil dari rumusan masalah yakni terkait dengan
rekonstruksi hukum dan akibat hukum dari pergantian antar waktu
anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Pekalongan tahun
2019-2024.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Rekonstruksi hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD
Kota Pekalongan perlu dilakukan melalui pembenahan menyeluruh
terhadap norma hukum yang mengatur mekanisme PAW, dengan
menekankan pada kepastian prosedural, kejelasan kewenangan, dan
sinkronisasi antar regulasi. Upaya rekonstruksi dapat dilakukan
dengan memperjelas materi muatan dalam Undang-Undang MD3
dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menetapkan batas
waktu pelaksanaan. Hal ini telah diwujudkan melalui penyusunan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan PAW Anggota
DPRD Kota Pekalongan yang Meninggal Dunia, sebagai bentuk
konkret penguatan regulasi teknis yang responsif terhadap hambatan
administratif, khususnya dalam hal keterlambatan akta kematian
sebagai syarat pengusulan PAW.

Akibat hukum dari rekonstruksi mekanisme Pergantian Antar
Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Pekalongan menunjukkan
bahwa dalam proses PAW menjadi terhambat, terutama untuk
merekonstruksi ketika dokumen administratif seperti akta kematian
dalam peraturan. Keterlambatan ini menyebabkan kekosongan
jabatan dalam waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya
berdampak langsung terhadap terganggunya fungsi kelembagaan
DPRD. Kekosongan kursi tersebut menimbulkan
ketidakseimbangan dalam representasi politik, menghambat proses
legislasi dan pengawasan, serta mengakibatkan menurunnya kinerja
DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
wakil rakyat.

85
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Rekonstruksi ini menjadi penting karena proses PAW yang ada
belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi darurat, seperti
kematian anggota dewan yang tidak segera diikuti oleh dokumen
resmi, sehingga menimbulkan stagnasi administratif, kekosongan
jabatan, serta gangguan pada fungsi legislatif dan pengambilan
keputusan politik.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis
mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung
pelaksanaan PAW yang lebih efektif. Pertama, pemerintah pusat
perlu menyusun regulasi teknis nasional yang lebih jelas dan
terperinci mengenai mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW),
agar pelaksanaannya tidak bergantung pada interpretasi masing-
masing daerah dan dapat berlangsung secara cepat serta tepat.
Kedua, partai politik diharapkan meningkatkan profesionalisme dan
transparansi dalam proses internal PAW, khususnya dalam hal
validasi calon pengganti dan kepatuhan terhadap peraturan yang
berlaku. Ketiga, diperlukan penguatan sosialisasi mengenai aspek
hukum dan administrasi PAW kepada masyarakat serta keluarga
anggota dewan, guna mencegah hambatan administratif seperti
keterlambatan pengurusan dokumen yang menjadi syarat utama
dalam proses PAW.
Limitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang
lingkup penelitian terbatas pada DPRD Kota Pekalongan sehingga
hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Kedua,
keterbatasan waktu penelitian yang hanya mencakup periode PAW
tahun 2019-2024 menyebabkan temuan studi ini merefleksikan
kondisi pada periode tersebut saja. Ketiga, ketergantungan pada data
primer dari wawancara serta data sekunder dari dokumen resmi
DPRD dapat menimbulkan bias dan keterbatasan informasi.
Keempat, fokus utama penelitian ini adalah pada rekonstruksi
hukum terkait batas waktu penyerahan akta kematian sebagai syarat
pergantian antar waktu DPRD, sehingga aspek lain yang turut
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memengaruhi proses PAW belum dikaji secara mendalam. Terakhir,
penelitian ini belum secara jelas membahas terkait resiko dalam
proses rekonstruksi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan
untuk membangun konstruksi hukum yang lebih komprehensif
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten, dan Kota.
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